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DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1   
Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan 

Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id , Program, diakses Maret 2016. 

Tabel 2.2 

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

 

NO PROGRAM PRESENTASE KET 

1 JKK 

1. tingkat risiko 

sangat rendah  

0,24% dari 

upah sebulan 

 

2. tingkat resiko 

rendah 

0,54% dari 

upah sebulan 

3. tingkat resiko 

sedang 

0,89% dari 

upah sebulan 

4.    tingkat resiko 

tinggi 

1,27% dari 

upah sebulan 

5.    tingkat resiko 

sangat tinggi 

1,74% dari 

upah sebulan 

2 JHT 5,7% dari upah sebulan 
3,7% Pemberi kerja + 

2% Pekerja/buruh 

3 JKM 0,30% dari upah sebulan  

4 JP 3% dari upah sebulan 
2% Pemberi kerja + 

1% Pekerja/Buruh 

No  Program Manfaat dan/atau Hak-hak Yang Diperoleh Peserta  

1  JKK A. Pelayanan Kesehatan (perawatan & pengobatan) yang 

terdiri dari : rawat inap, perawatan intensif, penunjang 

diagnostic. 

B. Santunan Berbentuk Uang, antara lain: 

3. Penggantian biaya pengangkutan dengan rincian 

sebagai berikut : 

a)  angkutan darat/sungai/danau = Rp 1.000.000,00 

b)  angkutan laut                         = Rp 1.500.000,00 

c)  angkutan udara                      =  Rp 2.500.000,00 

4. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), 

dengan perincian penggantian, sebagai berikut: 

a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% 

dari upah. 

b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% 

dari upah. 

c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan 

sebesar 50% dari upah. 

5. Santunan Kecacatan 
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a) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai 

tabel 2.1 x 80 x upah sebulan. 

b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya 

fungsi x % sesuai tabel 2.1 x 80 x upah sebulan. 

c) Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan 

6. Santunan kematian dan biaya pemakaman 
a) Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah 

sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan 

Kematian. 

b) Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-. 

c) Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat 

dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,- = 

Rp4.800.000,-. 

2 

 

JHT 

Uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran 

ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara 

sekaligus apabila : peserta mencapai usia 56 tahun, 

meninggal dunia, cacat total tetap. 

3 

 

JKM 

Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris 

peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif 

(manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri 

atas: 

1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta 

dua ratus ribu rupiah); 

2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 

(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar 

sekaligus; 

3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah); dan 

4. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap 

peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 

kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) 

tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah) untuk setiap peserta. 

4 

 

JP 

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), Berupa Uang tunai 

bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi 

masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 

bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan 

meninggal dunia; 

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Berupa Uang tunai 

bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang 

menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 

bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) 

yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak 

dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai 

meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan 
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sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja 

kembali; 

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), Berupa Uang 

tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang 

menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) 

sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, 

dengan kondisi peserta: 

a) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, 

dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung 

manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan 

memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density 

rate 80% atau 

b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat 

pensiun MPHT. 

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA), Berupa Uang tunai 

bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli 

waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan 

pada program pensiun) sampai dengan usia anak 

mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, 

atau menikah dengan kondisi peserta; 

a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila 

masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang 

digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 

tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 

tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak 

memiliki ahli waris janda/duda atau 

b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat 

pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris 

janda/duda atau 

c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun 

MPHT meninggal dunia. 

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), Manfaat yang 

diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi 

ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang 

kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam 

menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan 

memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi 

density rate 80%. 

6. Manfaat Lumpsum, Peserta tidak berhak atas manfaat 

pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan 

manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil 

pengembangannya apabila: 

a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi 

masa iur minimum 15 tahun 
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Sumber: www. Bpjsketenagakerjan. go. id., Program, diakses Maret 2016. 

 

 

 

 

 

 

b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi 

kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi 

peserta dan minimal density rate 80%. 

c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa 

kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan 

minimal density rate 80%. 

7. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang 

ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun 

dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan 

b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat 

Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung 

sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali 

faktor indeksasi. 

8. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali 

Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah 

tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua 

belas). 

9. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama 

kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan 

pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap 

tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada 

hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja 

berikutnya. 

10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi 

yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih 

untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai 

Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan 

ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia 

Pensiun. 

11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris 

peserta yang berhak menerima manfaat pensiun. 
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DAFTAR PERTANYAAN  WAWANCARA 

 

A. Wawancara Kabid Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang 

Bapak Ahmad Dodi Setiawan: 

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap pemberi kerja yang lalai? 

2. Sanksi pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 efektif/tidak ? 

3. Apa yang menjadi alasan perusahaan belum mendaftarkan pegawainya? 

4. Selain sosialisasi apa saja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk 

menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya jaminan sosial kerja ? 

5. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yang 

belum didaftarkan BPJS? 

6. Bagaimana syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ? 

7. Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang ? 

B. Wawancara Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang 

Bapak Mario Asar: 

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak diikutsertakan 

BPJS Ketenagakerjaan ? 

2. Ada/tidak upaya BPJS untuk membantu Pekerja mendapatkan haknya 

dalam hal jaminan sosial ? 

3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BPJS untuk memasyarakatkan 

BPJS Ketenagakerjaan ? 

4. Bagaimana penerapan sanksi ? 

5. BPJS Ketenagakerjaan menguntungkan atau memberatkan ? 
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C. Wawancara Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang: 

1. Bagaimana peran pemerintah khususnya Dinsosnaker dalam hal 

perlindungan hukum terhadap pekerja ? 

2. Bagaiman penerapan sanksi oleh pemerintah untuk pemberi kerja yang 

lalai ? 

3. Efektifitas UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan PP No 86 Tahun 

2013 ? 

4. Berapa jumlah pemberi kerja yang lalai dari tahun2014 hingga 2016? 

5. Bagaimana alasan pemberi kerja yang lalai ? 

6. Sampai saat ini sudah adakah pemberi kerja yang dikenakan sanksi ? 

7. Bagaiman prosedur penyelesaian perselihan industrial ? 

8. Bagaimana menurut  bapak tentang sanksi yang diterapkan kepada 

perusahaan yang lalai? 

9. Menurut bapak bagaimana cara agar perusahaan melaksankan 

kewajibannya dengan segera ? 

10. Menurut bapak perlindungan hukum yang bagaimana  yang harus 

diterapkan untuk melindungi hak buruh? 

D. Wawancara Staff BPJS Ketenagakerjaan Bapak Irsyan: 

1. Bagaimana bila Perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya kepada 

BPJS ? 

2. Apa yang menjadi dasar hukum penerapan sanksi terhadap perusahaan 

yang lalai ? 
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E. Wawancara staff BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang: 

1. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang ? 

F. Wawancara Bapak Darusman Aswan selaku pimpinan DPD KSPSI Provinsi 

Bangka Belitung : 

1. Bagaimana peran serikat pekerja dalam pelaksanaan program BPJS 

khususnya BPJS Ketenagkerjaan? 

2. Apa tujuan serikat pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan ? 

3. Bagaimana pendapat bapak tentang banyaknya pekerja yang belum di 

daftarkan dalam keanggotaan BPJS? Adakah perlindungan hukumnya? 

Apa? 

4. Menurut bapak pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harusnya seperti 

apa dalam menghadapi permasalahan ini ? 

5. Menurut bapak, bapak sebagai perwakilan seluruh pekerja, bagaiman 

harapan kedepan tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan ? 

6. Bagaimana menurut bapak penerapan sanksi kepada perusahaan yang 

lalai ? 

G. Wawancara Ibu Yuliani selaku staff DPD KSPSI Prov. Babel: 

1. Bagaimana pendapat ibu dalam hal perusahaan yang lalai dalam 

pemenuhan hak pekerjanya ? 

H. Wawancara Bapak Nurul selaku pelaku usaha yaitu pimpinan PT. Padaelok 

Pangkalpinang: 

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak diikutsertakan 

sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan ? 



111 
 

2. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk mereka yang tidak 

diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan ? 

3.  Alasan perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan ? 

I. Wawancara Ibu Susiani Selaku karyawan PT Padaelok: 

1. Ada/Tidak perlindungan hukum untuk ibu ? 

2. Bila tidak ada bagaimana jaminan bila terjadinya kecelakaan kerja ? 

J. Wawancara Bapak Rozali selaku pimpinan koperasi TKBM Pangkalbalam 

Kota Pangkalpinang: 

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja diperusahaan yang bapak 

pimpin ini ? 

2. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan 

ini ? 
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